tentang Pendaftaran Tanah adalah dﬂm'r@gka penyeienggazaan pendaf-;
taran tanah Tugas PPAT sebaoal pejabat yana ditugas1 membuat akta~akta:f

Rumah Susun ‘ s z

Keglatan pendaftarantanah mehpunpengumpulan pengolaha penyim
panqn «dan:penyajian: data fisik:dan-data. yuridis ‘serta' penerbitan strat-surat:
tanda-bukti-hak bidang-bidang tanah tértentu. Rangkaian kegiatanitersebit
yang:diawali:dengan pendaftaran untuk pertama kali ("initial registration”),:
meliputi juga pemeliharaan ("maintenance ")-nya kemudian; yang bertujuan,’
agar.data:yang tersimpan dan disajikan di Kantor Pertanahan Kabupaten dan
Kotamadyaserta surat-surat-tanda bukti haknya- selalu cocok dengan keadaan
vang:sebenarnva.: Daldm mngka ‘pemelifiaroan-data itulaheiak:tupgav-para;:
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PPAT. Para PPAT ditugasi membuat akta yang merupakan salah satu sumber
 tata-usaha pendaf-
taran tanah. Dan sebag:__ pejabat yang. berdasarkana:;péramran perundang-
undangan mengenai pendafiaran tanah mempunyai wewenang untuk mengam-

bil keputnsan akan membuat atau menolak membuat akta-akta itulah PPAT -

penting dan strategis. Ditentukan dalam PP No. 10/1961 dan UU No.

16/1985, bahwa berbagai perbuatan hukum méngenai tanah harus dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tanpa bukti berupa akta PPAT, para
Kepala Kantor Pertanahan dilarang mendaftar perbuatan hukum yang ber-
sangkutan. Selain itu dilarang orang iain selain PPAT, membuat akta-akta

yang dimaksudkan, Yang berarti, bahwapara PPAT memegang "monopoli”
dalam pembuatan akta-akta tersebut: Larangan 1tu bahkan dlkuatkan dengan :

sanksx pidana dalam pasal 43 PPNo. 10/1961.. ; :

«Ini' semua: menunjukkan ‘betapa penting: dan strateglsnya pemlanan_.
Negara terhadap tugas yang dibebankan kepada para PPAT. Maka tidak
setiap orang: atau’ pejabat:bebas dalam pembuatan akiz-akta yang dimak-
sudkan. Danjuga tidak 'setiap orang "atau-pejabat -dapat diangkat menjadi-

PPAT . Karena, seperti ditegaskan dalam pasal 19 UUPA, tujuan utama

penyeienggaraan pendaftaran: tanah adaiah untuk men;amm kepastaan hukum'

dan kepast;an hak-atas tanzh. s mn R e e £
+ Dalam ‘hubungan. ini- per!u kiranya: kzta perhankan bahwa mengenasa-

smpa—ssapa yang akan ditunjuk menjadi PPAT diserahkan sepenuhnya kepada:
pertimbangan: Meniéri Aerariz.(sekarane Menteri Neosara Acraria/Kenala.

énggaraan pendaftaran taaah PPAT mempunyax tugas yang
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g 10/1961 Dalam rangka pendaftaran wakaf 3abatan PPAIW juga_;.
dij Jabat oleh pejabat dari kalangan Departemen Agama. Di Thailand misalnya
juga demikian; Yang ditugasi sebagal pejabat pembuatakta tanah adalah'pada
Kepala atau Pejabat: Land Office yang bersangkutan; Maka tidak akan meng::
herankan, jika pada suatu ketika nanti; untuk mempermudah para pihak yang
akan melakukan siatu’ perbuatan hukum dén mempercepat penyelesaian pen-
daftarannya; di Kotamadya dan. Ibukota Kabupaten misalnya, pembuatan akta
PPAT, selain kepada‘para: PPAT- yang sudah-ada; ditugaskan ;uga kepadaz.
para Kepala Kantor Pertanahan yang: bersangkutan ; .

edudukan PPAT sebagal
ejabat: Tata: Usaha Negara

- Bahwa, a PPAT. berkedudukan sebagax Pejabat TUN dapat diketahu: darﬁ
apa yang dntentukan daiam pasal L Undang-undang Nomor 5 tahun 1986'

Seperu telah di}eiaskan di atas PPA ,meiaksanakan salah satu keg:atan'
dalam ‘rangka:pelaksanaan: pendaftaran tanah. . Dari’ apa yang ditentukan
dalam pasal 1-UU5/. 1986 dapat diketahui bahwa kegiatan pendaftaran:tanah:
mempakan keglatan Tata Usaha Negara.-Dalam pasal 1- -ayat: 1. UlU:5/ 1986 5
keg;atan TUN. didefinisikan sebagai - *Administrasi Negara, yang melaksa-
nakan fungsi untuk menyelenggamkan urusan pemerintahan . 'Sedang yang:
dimaksudkan dengan "urusan pemerintahan" adalah "kegiatan yang bersifat
eksekutif”.

Sebagaimana dimaklumi, pendaftaran tanahcleh pasal 9 UUPA ditu-
gaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintah. Dan teranglah kiranya,
bahwa kegiatan pendaftaran:tanah tersebut.bukan. kegiatan legislatif dan
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yang'-’berlaku berwenang melaksanakan suaty ﬁmgsa 'IUN maka ia da!am;
melaksanakan fungsi tersebut berkedudian 'sebagai Pejabat TUN”: Demi-
kian'dilaporkan oleh- Indroharto, sebagai pendapat Mahkamah Agung(Usaha
Memahami: Undang-undang tentang . Peradzlan ; ara Usa}za Negara 1991 ;
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal:105): s bl

Pendapat tersebut sesuai dengan’ kenyataan perkembangan Hukum Tata
Usaha Negara modern, Semula kegxatan urusan pemerintghan semata-mata
dilaksanakan oleh para pegawai negara. ‘Tetapi. karena tugas pemerintahan
menjadi sangat luas, khususnya di bidang pengurisan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat, maka dalam pelaksanaannya diikutsertakan juga ka-
langan swastd. Contoh'di bidang pendaftaran'tanah, adalah kenyataan bahwa
tugas pembuatan akta-akta tanah tertentu yang 'semula pelaksanaannya dila-
kukan oleh pegawai-pegawai negara (misalriya’yaﬁg ‘dilakukan-oleh'para
Overschrijvings Ambtenaar menurut’Overschrijvings Ordonnantie 1834), da-
lam: pelaksanaan PP:10/1961:0leh' Menteri Agraria. dxtugaskan juga’ kepada-
tenaga-tenaga dari kalangan sswasta: Kalau naniti sebag:an tugas dan kegiatan
pengukuran:dan pemetaan tanah pelaksanaannya ditugaskan j juga kepada'pi-
hak swasta; maka 1tupun merupakan perkembangan daiam pelaksanaan tugas'
da b;dang ’i‘UN S : _ ; : i

_' ' Keputusan 'E‘ata Usaha Negara

: ¥alaw ivanirit nengeman UU 5)’1@86 DDA adalah Pe.lahat 'TUN
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_-maka eputusan é-apa yang diambil oleh . PPAT,. yang merupakan Keputusan '

: . apat Edxgugat ke Pengadzia TUN?:

o hwa akta yang dibuat oleh PPAT, bukan. merupakan Keputus TN
: .._klranya_ggsudah _;e!as Akta yang dibuatioleh PPAT, ditinjau dari sudut: yang'_'-'_ :

menbuatnya, merupakan: suatu:relaas atay’ iaporan/ﬁjérnyataan mengenai apa

ku..:Pejaba "'TUN ':-'adaiah keputusan mengabu!ka?z atau: menolak permzmaan-
mereka yang datang: kepadanya untuk dibuatkan akta: mengenai: perbuatan-_
hukum yang ‘akan' mereka lakukan..,Keputusan mengabulkan atau'menolak
permintaan untuk: dibuatkan ‘akta ‘tersebut;” memenuhi kriteria Keputusan‘
TUN sebagai yang ditentukan dalam pasai 1 angka 3. UU 5/1986. g
5 Kalan: permintaan dikabulkan; maka oleh: PPAT dibuatkan aktanya Akta ]
yang ‘diakhiri: dengan kata—kata Demikianlah: saya ‘buat akta ini; s:dan
selanjutnya.:."; merupakan wu;ud tertulis Keputusan yang dxambiinya Kav
lau: permmtaan ditolak, penolakan tersebut ‘bisa’dilakukan ‘secara ‘tertulis:
Bahkan tidak dinyatakannya pun, kriterianyadianggap dipenubii; dengan ada-
nya ketentuan dalam pasal 3: ‘Kalau sudah’lewat:jangka waktu empat: buian,
akta belumjuga dibuatnya; d:anggap PPAT yang bersangkutan telah: menge-
luarkan keputusan menolak, demikian'ditentukan dalam-pasal 3:tersebut::

- Dari-ketentuan:PP::10/1961 dan: Peraturan-peraturan pelaksanaannya
PPAT mengetahui; bilamana ia wajib mengabulkan:permintaan mereka; yang
datang - kepadanya ‘dan-wajibmenolak: membuat -aktanya, misdlnya-kalau
tanah yang bersangkutan sedang dalam sengketa atau pahak yangakan 'mems-
beli tzdak memenulii Syarat sebagai pemegang hak-yang akan dibelinya. Atau
tidak -diserahkan:. kepadanya: sertifikat ‘tanahnya;-padahal :tanah . yang ber~
sangkutan sudzh didaftar (Pasal. 22 ayat:l:dan pasal 28:ayat:1):

- Menurut: ketentuan pasal 1.angka 3 UU_S/ i986 Keputusan ’I‘UN adaiah
i _-;_:_.'suam penetapan-tertulis;. . - i
.- dikeluarkan: oieh- Pq.'abax
c.  berisikan tindakan hukum TUN yang berdasarkan peramran—peratumn
perundang-undangan yang berlaku,
d.  bersifat konkret, individual dan final;
e, menimbulkan akibar fkun:bagi, seseorang atau badan hukum perdora.

S8

- ccoKeputusan PPAT vane berupa meneashnlkannermintaan ntil dibnatlan
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_sangkutan, yang diakhiridengan-katazkata<yang: disebut:di atas: Mengenaz -

bentuk keputusan yang berupa .penalakan sudah dikemukakan diatas. )
“Keputusan mengabulkan'atau menolak: permmtaan untuk dlbuatkan akta
diambil oleh PPAT sebagais Pejabat TUN; - S :
- Keputusan tersebut:diambil dalam: rangka peiaksanaan tugas P’PAT i

pe.nyelﬁag_garaaﬁ f'penfiaﬁafan -tan@h; yang ff'se‘baga.i -'=te1ah:: d ikemukaka'n‘

meﬂgabiﬂkan atau: menolak membuat akta yang bersangkutan Bers1fat md1-
idual”; karena’ tertuju kepada pzhak tertentu; dan: mengenai- kasus pribadi
terientu ula Bersifat final®; karena’ ‘keputusan yang: -diambil adalah.defi-
nitif; yaite untuk: beriakunya tadak dzper}ukan izin: 1ebxh dahulu ataup ¥
persetujuan pihak lain. = ‘s '
. w12 Keputusan mengabulkan tau menoiak permmtaan tersebut memmbulkan
a}nbat hukum bagi.yang mengajukan permintaan. Karena kalau dikabulkan;
pemohon: akan dapat mendaftarkan ‘perbuatan hukum yang dilakukannya di
Kantor Pertanahan;: Sebaliknya kalau ditolak, ‘perbuatan: hukum yang:ber-
sangkutan tidak-akan dapat dilakukan.. Kalaupun dilakukan juga dengan akta
lain; Kepala. Kantor Pertanahan: tidak-akan: mendaftarnya. Apa: yang dila-
kukan:olehpara plhak tersebut:bahkan- akan melanggar iarangan yang bez'-
sanks; pidana dalam: pasal 43 PP1071961:: :

. Jelas Kiranya, bahwa; sernua unsur- kntena bagz suatu Keputusan TUN
sebagai yang d:tentukan,daiam pasal 1 angka 3 di atas, telah terpenuhi oleh
Keputusan PPAT yang berupa‘'mengabulkan ataz menolak permintaan mere-
ka yang datang kepadanya untuik dibuatkan akta. Keputusan-tersebut juga
tidak termasuk: yang dimaksudkan dalam pasal 2 UU.5/1986 sebagai kepu-
tusan yang bukan Keputusan TUN: Perbuatan hukum yang dibuktikan oleh
akta yang dibuat-oleh PPAT memang merupakan suatu perbuatanhukum per-
data; ‘yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Tetapi keputusan
PPAT mengabulkan permintaan mereka dengan membuat akta yang diminta,
bukanlah suatu perbuatan huicum perdata yang d;maksudkan dalam pasal 2-
tersebut:”

' Apa yang dihadapi PPAT
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merasa dlruglkan ke Pengadlian TUN. Gugatan bisa disertai tuntutan gam:x—
kerugian, jika penggugat terb" ktl mendenta‘kerug:an dengan dzamblinya
keputusan tersebut. LN :
Keputusan PPAT: mengahulkan atau menoiak permmtaan unmk dibuat-
kan akta tersebut bisa menimbulkan sengketa TUN, sebagai yang dimaksud
pasal ‘1 angka 4 Uy 5/ 1986 ‘Dalam hal mengambil keputusan menolak, -
,padahal seharusnya permmtaannya dikabulkan, PPAT menghadapi kemung—_-
kman digugatke :-Pengadﬂ&n ’I‘UN eleh pxhak yang memmta dibuatkan akta..

akta, b:sa _]uga mengajukan gugatan menuntut gann«kemgian kepada Peng-.
adilan Perdata; berdasarkan’ pasal 1365 KUHPAt, jika k tusan.penoiakan_
yangc diambil ‘oleh PPAT terbuktl berlawanan dengan hu me:
kan kerugnan pada penggugat W ]

~Kalan keputusannya’ berupa mengabulkan permmtaan para plhak y' g
kernudxan diikuti ‘dengan pembuatan aktanya, padahal seha  ditol;
kemungkinan gugatan ‘datang ‘dari ‘pihak ketiga, yang : terbuktz dirug
sebagai akibat didaftarnya perbuatan hukum yang bersangkutan berdasarkan
akta yang dibuatnya. Tetapi dalam keadaan demikian umumnya sengketa
yang“timbul ‘adalah’tengenai sah ataw'tidak sahnya perbuatan hukum yang
dibuktikan dengan akta yang -dibuat oleh PPAT tersebut; Sudah barang tentu
yang d:gugat adalah’ pertama—tama mereka yang meiakukan perbuatan hukum
yang’ bersangkutaﬁ Sengketanya mempakan sengketa ‘perdata dan’yarig
berwenang ‘memberikan’ keputusan dengan sendirinya’ Pengadilan :Perdata;
Dalam perkara uu PPAT yang membuat aktanya blsa ﬂcut dlgugat (pasai 39
PP-10/1961); :

| . Ju[ﬁnnf’aL d{’hg{m °th{1p Jang bmk adaﬂah E
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